


NO. KELOMPOK I KELOMPOK II

1 Provinsi Bengkulu RSUP Dr. Kariadi 

2 Provinsi Kep. Riau RSUP H. Adam Malik

3 Provinsi DI. Yogyakarta RSUD Ir. H. Soekarno

4 Provinsi Bali RSUD Natuna

5 Provinsi Kaltara RS. Bethesda

6 Provinsi NAD, FF Univ. Ahmad Dahlan

7 Provinsi Sumatera Utara FF Univ. Islam Indonesia

8 Provinsi Riau FF Univ. Andalas

9 Provinsi Jambi PD Hisfarsi Kep. Riau

10 Provinsi Sumatera Barat PD IAI Bali

11 Provinsi Sumatera Selatan PD IAI Sumatera Barat

12 Provinsi Lampung 

13 Provinsi Bangka Belitung

14 Provinsi Jawa Tengah

15 Provinsi Jawa Timur

16 Provinsi Kalimantan Tengah



Topik:
Mencegah adanya sediaan farmasi (obat dan 
vaksin) dan alat kesehatan palsu di fasilitas 
pelayanan kesehatan

Tujuan:
 Merumuskan langkah dan upaya dalam 

menjamin mutu, khasiat dan keamanan sediaan 
farmasi (obat dan vaksin) dan alat kesehatan 
yang beredar di fasyankes

 Mengimplementasikan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan lain yang terkait  
(surat Edaran Dirjen Yankes dan Dirjen P2P)



1. Pengadaan vaksin untuk imunisasi wajib dilakukan 
oleh Pemerintah utk digunakan pada fasyankes 
Pemerintah dan swasta yg diperoleh dari Dinkes 
Kab/Kota melalui Puskesmas di wilayahnya

2. RS harus melakukan pengadaan vaksin melalui PBF 
( Daftar sarana PBF dapat dilihat melalui APIF pada 
www.apif.binfar.depkes.go.id

3. RS wajib memiliki  prosedur dan fasilitas 
pengelola dan pengendalian limbah vaksin/wadah 
bekas vaksin atau yg sudah kadaluarsa sesuai 
ketentuan

http://www.apif.binfar.depkes.go.id/


 Setiap kelompok diberi waktu 30 menit untuk 
berdiskusi sesuai topik masalah

 Penyelesaian masalah menggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan lain yang terkait

 Setiap kelompok untuk menentukan penyaji 
yang akan memaparkan hasil diskusi 
kelompok

 Hasil diskusi berupa upaya penyelesaian 
masalah dan rekomendasi tindak lanjut
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